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PENDAHULUAN

A. Lgfar Beﬁkang Mﬁsalah -

Pinjaman online ilegal di Indonesia adéiéh fenomena yang semakin

. mcrcsahkan dan mendapat perhatian Icbih dari masyara.kat, pemerintah, dan

' ptakt151 hukum. Pada Agustus 2023, m]a1 penyaluran ﬁntcch lcndmg alias

k p;njaman online (pinjol) di Indonesia mencapal Rp20,53 triliun, dengan

B mérﬁngkzitnya 0,78% dibandmgkan bulan sebelumﬁyﬁ (month-on—

-month/mom) yang sebesar Rp20,37 triliun.! Bcrdasarkan data Otoritas Jasa

| Kenangan (OJK), jumlah rekenin g penerima pmjziirnan online aktif berusia 19-

| 34 tahun mencapai 10, 91 juta penf:mna dcngan nilai pinjaman sebesar

Rp26,87 triliun pada Juni 2023. A ' :

_ Laporan dari Satgas Penanganan Keglatan Usaha Tanpa Izin di Sektor

Keuangan, terdapat temuan lebih dari 400 websxte dan konten di media sosial

- yang menawarkan pinjaman online tanpa mn/:iegal selama ApnlJum 20232

ijaman online ilegal mengacu pada praktik pcmbcrlan pinjaman tanpa izin

_atau regulast yang sesuai, senngkah dengan bunga yang sangat tinggi dan

praktlk penagihan yang agres;f Fenomena ini teiah memmbulkan berbagm
masalah hukum ckonomi, dan sosial di Indonesm / '

Ada beberapa alasan mengapa sebaglan masyarakat Indonesm terlibat

. dalam pmjaman online 11egal, mesklpu_n tmdakap ini melanggar hukum dan

bcxpotensi merugikan mereka, diantarahyz}.: Bébeéapaindiiridu dan keluarga di

-IndbneSia mungkin. méﬁghadapi kesulitan dal:ﬁil mengakses pinjaman dari

lembaga keuangan resmi seperti bank karena persyaratan yang ketat,

| ketldakmampuan untuk membenkan jaminan, atau kurangnya catatan kredit

! hitps://databoks katadata.co. 1d/datapubhsb/2{)23/ 10/1 7/penyaluran-pmjaman-onhne-menmgkat-
pada-agustus-2023

2 hﬂps.l/dlskommfonk.lampungpmv go. ld/detall-post/penermm-pmjaman-onhne-banyak—anak
muda .

3 httpsy/fwww. cnbcmdnncsui com/tcch!ZOZS 071"081357-37-453478/daﬁar-terban1—400-—puyol-
llegal-o_;k-ZOZS -cck-scbelum-utang ,
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- yang balk Dalam sxtuasx ini, mereka mungkm mencan a[ternatlf tcrmasuk
' pmjaman onlmc 1lcgal sebagai cara untuk memcnuhl kebutuhan finansial
: "mendesak Pinjaman online ilegal sering menawarkan proses pengajuan yang
leblh cepat dan lebih sederhana dlbandmgkan dengan lembaga keuangan
resmi. Pemolmn dapat mengajukan pinj aman dengan mudah melalm aplikasi
: _seluIer atau situs web, dan dana biasanya tersedla dalam waktu smgkat Hal
ini mcnggoda bagi mereka yang mcmbutuhkan uang segera.

Bagl sebagian orang, pm]aman onhne ilegal mungkin dlanggap
scbagax satu-satunya opsi yang tersedia dalam SltuaSl ‘keuangan yang
; mcndesak Mereka mungkm merasa bahwa nsxko terlibat dalam praktik ini
“ lebih baik danpada tidak memiliki cara untuk memenuhl kebutuhan dasar
E mcrcka atau menghadapl penag1han hutang yang leblh keras dari lintas daring.
. Beberapa individu mungkin tidak memaham: bahwa pinjaman online
1icgal adalah’ tmdakan yang melanggar hukum atau mungkm tidak tahn
konsekuens1 hukum yang mungkm mereka hadapl jika terlibat dalam praktik
- ini. Ini dapat menjadi dampak dari kurangnya hterasx hukum atau informasi
7- yang tepat tentang rcgulasn keuangan, dan bcberapa perusallaan fi ntech ilegat
,mungi\m menggunakan taktik periklanan yang menyesatkan scpem
menawarkan suku bun ga rendah atau penagiban yang ﬂekmbel untuk menark

calon pcmm_;am Hal ini dapat mempengaruhl mdlwdu unfuk mcngajukan

7 pinjaman tanpa benar—bena: memahacm rlsto yang terlibat.
- Istilah pmjaman online dapat Juga dlpahann scbagail suatu pemberzan
- Jasa dalam layanan teknologi finansial. Menurut The National Digital
_ Research Centre (NDRC), tcknologl ﬁnansnal mcrupakan suatu inovasi pada
sektor finansial. Teknolo g1 ﬂnansml ini lebIh dlkenal dcngan Lstllah pinjaman
online atau ]ayanan pmjam memm;am vang berbasxs teknologl informasi.
Secara yuridis, pengertian Iayanan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)
POIK 77/POJK 01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam
'Mcmm]am Uang Berbasns Teknologl Informalm adalah pcnyelenggaraan
: Iayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pln_]aman dengan

'pcnenma pmjaman dalam rangka melakukan pex]anjlan pinjam mcmmjam
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" dalam mata uang rupxah secara langsunU melalul sxstcm elcktromk dengan

' menggunakan jaringan internet.*.

Penye]esalan konflik yang thadl dl dalam kehldupan masyarakat
'tersebut pada dasamya mempakan suatu fungsq hukum. Oleh karena itu,
“kedudukan hukum harus dltempatkan diatas scnalagalanya Setiap perbuatan

- harus sesuai dengan aturan hukum tanpa tcrkecuah demi menjamin tegaganya

' ketertlban sosnal Begitu j Juga dengan Indonesia sebagalmana teIah tercantum
, dalam Undan g-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia falah
 suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (mch-statit).6

IndoneSIa sebagai Negara Hukum sebagalmana tercantum dalam
konstltuSI memiliki berbagai aspek pcratm‘an-pcraturan yang bersifat
memaksa dan memiliki sanks: yang tegas, Negara hukum ity scndln memiliki
arti men_]amln keadilan bagi salumh warga ncgara. Hukum merupakan bagian
~ yang tidak dapat dlplsahkan dari kehidupan masyarakat manusia schingga di
R dalam masyarakat selalu ada sistem hukum ada masyarakat dan ada norma
" hukum (ubi societas. ibi ius). Hal terscbut dImaksudkan agar tata hukum
- .mengacu pada penghormatan dan perlmdungan bagl keluhuran martabat

, manusm 7

Hukmn berupaya menjaga dan mengatur kesemlbangan antara
'-kcpentmgan atau hasrat individu yang egmsns dengan kepentmgan bersama
agar tidak terjadl konfhk.8 Kehadiran h_ukum justru ingin menegakkan
keseimbangan perlakuan antara hak pcrofangalil dan hak bérsﬁina. Secara
“hakiki hukurn haruslah pasti dan adil sehmgga dapat berfungsi sebagatmana

. mestmya

i

4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK 01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Memmjam Yang Berbasis Teknologi Informasi’

* Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Kansmuszonabsme Indanesza, (Jakarta; Sckretanat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 69.

& Maria Fanda Indrati Socprato, Iimu Perundanv—Undangan, (Yogyakarta Kanisius,

1998) h. 57

" 7 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tanamn Kerangha Be}pllar' Jakarta: PT
Refika Aditarna, 2006, him. 127. :
_ 8 Ihid hlm_ 121, : o

i
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Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat Iéukum yang diberlqkukan di
Indon_cs_ia’ yang r_ijengatuf mengenai batésan-bat:isan perbudtan, yakni hukum

7- _ pidéna: | Hukum pidana' dapaf  diartikan sebagal '.suatu ketentuan
hukumfundang-undang yang mcnentukan perbuatan yang dilarang untuk
. dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggagau larangan tersebut. Dalam
hal ini "hukum pidana ﬁeﬁempati tempat tersendiﬁ dalam siSfcmik hukum, hal
*ini dxsebabkan karena hukum pldana tldak menempatkan norma tersendiri,
akan tetapi memperkuat norma-norma di bldang hukum lain. “dengan
mcnetapkan ancaman sanksi atas pelanggara.n norma—norma di bxdang hukum

_ lain tcrscbut ?

: Pengertian hukum pidana sendiri’ tcrdapat perbedaan dan para ahli
- hukum pidana di Indonesia. Menurut Moeljatno tentang definisi hukum
_ pldana cukup mewakili dari pendapat—pendapat ahh hukum pidana yang lain.
. Moel_l atno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bag1an dan keseluruhan
- hukum yang berlaku d1 Suatu negara, yang mengadakan dasar—dasar dan aturan
 untuk:!®
1. M__encntukan: _ perbuétan-pe%buatanl 'Eirriana | yang tidak boleh
- . diiakukan y-angidilaran dcngan chsertzu ancaman atau sanksi
| yang berupa pidana tertentu bag1 barang siapa mclanggar larangan
\ tersebut

2. Menéntﬁkaﬁ_ kapan dan dalam hal;h;ti'apa kepada mereka yang
telah -meIénggar _Iaréngan-lardngaﬂg irtu. dapat di'kenak_ah atau

dijatuhi pidana sebégaimana yang teiéh diancamkan.
3. Menentukan dengan cara .i-)ag'aimana%pcngenaan ﬁidana itu dapat
| -dl.laksanal{an apabila ada orang yang dlsangka telah melanggar

- lara.ngan tersebut.” _ T

) . ®PAF. Lammtang, Dasar—Dasar Hukum Padcma Indanesw (Bandung Sinar Baru,
1984), Hal 1-2
-~ M Moeljatno. Asas-asas Hukwn P:dana cet. IX, Jakarta Rmcka Cipta, 2015, him. 1.
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_ Hukum pidana tersebut pada dasamya mé:fupakan bégian dzlri hukum
o pubhk yang mengatur tingkah laku masyarakat secara umum Berbeda halnya
] dengan hukum private, sepertl hukum pe.rdata yang hanya memmbulkan
g hubungan hukmn diantara orang-orang tcrtcntu yang bcrkaxtan Dalam hal ini,
_pex]anjxan antara pm_]aman online dengan nasabalmya yang dilakukan secara

3 online pada dasarnya adalah bagxan dan ]mgkup pembahasan hukum perdata.

o Ketentuan hukum yang mengatur perjanjlan mclaiui mternet atau
. on{mc sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenal peljanpan
- langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa peljanjlan
- onhnc funduk terhadap ketentuan perjanjian Iangsung atau konvcnsmnal
, . Karena pada dasamya isi dan mckamsme peganjlan txdak berbcda, akan tetapl
- yang membedakan antara kcduanya hanya mccha yang di gunakan schingga
. antara peqan_]lan online dan peljanjlan langsung atau konvensmnal memiliki

dampak hukum yang sama.!!

Pm_}aman online scbagax suatu layanan yang mcnycdlakan

 '- .pcmmjaman berbasis on]me memberikan keuntun gan bagi masyarakat dalam

- mempermudah melakukan pm_]am-memm;am Mudahnya syarat dalam
-‘—pengajuan pmjaman membuat banya.k orang terglur untuk mengajukan

B 'pmjaman, dlmana hanya bexmodalkan foto KTP dan mengisi data pnbad1 saja,

: setlap orang dapat dcnﬂan mudah mendapatkan dana secara ccpat

o Walaupun pmjaman online merupakan Imgkup pembahasan hukum
perdata, akau tetapl tidak menutup kcmungkman hal tersebut masuk dalam
, ranah hukum pldana Hal ini dikarenakan cakupan mengenal perbuatan yang
'; .d1_| angkau olch hukum pldana sangatlah luas. Salah satu perbuatan yang diatur
'. 'adalah mengenm larangan melakukan tmdakan teror maupun tindakan

o mencemarkan nama baik orang lam karena hal tersebut dapat meruglkan orang

' ‘1a1n. deakm; teror yang juga mcnyebarkan nama balk orang lain tersebut

* " Ni Made Eka Pradnyawati, [ Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, Perlindungan
Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Pm_]aman Onlmc Jumal Konstruksi Hukum | 1ISSN:
Vol 2, No 2 Met 2021 Hal. 320-325

t
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sering dilakukan oleh debt collector terhadap nasabah yang belum mclunas1
hutang-hutangnya pada pmj aman Gnlmc 7

Pennnja.man yang dllakukan berbasis onhne apablla tldak dlbayarkan

'scsual dengan jadwal yang telah dltentukan maka debt collector akan

- bcrf_:mdak melakukan penagihan bahkan teror. Debt collector membuat- pesan-

pesan ‘dan tulisan yang- mungkiﬁ sifatnya sudafi mcnécmafkan nama baik.

Sepertl dibuat seolah-olah bahwa nasabah itu adalah bandar sabu bandar

; narkoba Kemudian, apablla nasabah te:rscbut adalah perempuan fotonya
__ _dlpotono lalu ditempelkan dengan gambar yang tldak pantas 12

ijaman online 1Icgal bukan hanya bcropcrasx tanpa izin Otoritas Jasa
'Keuangan (OJK), tetapl juga sermgkah melakukan hal-hal yang sangat

: meruglkan peminjamnya dan orang-orang d1 sek:tamya Pelanggaran kontrak

- menjadi masalah yang sangat sering terjadi. Mlsalnya peminjam dan pinjol

' 1lcgal menyepakati pinjaman sebesar Rpl juta, tapt danayang dlbenkan hanya
Rp700 000 dengan dahh adanya potongan biaya. Hal itu merembet ke masalah
;se]anjutnya yakni pcngcnaan suku bunga yang tinggi dan pelanggaran

: '_‘.pcrjan_uan bunga. Tongam mencontohkqn bahwar perjanjian bunga 1,5%
‘ s'eril-lgkali i)embah -menjadi 3% saat pinjafnan =t'e]ah disalurkan. Peminjam
_d1rug1kan dua kali karena pengembahan dana mengacu kepada _]umlah yang

- diajukan, bukan Jumlah yang mereka terima,"?

- Dasar p_elaksanaannya_ petmnjaman sesuag perjanjian yang merupakan
suamu peristiwa di inana :seseora'ng berjanji kepada seorang Iaih atau di mana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanaliian sesuat hal.l‘fr Perjanjian

dalam pinjaman online tersebut memuat hak cian kcwajibén Sébagaimana

. 12 Tgarina Maharani, "Polri: _Ca:acht Collector Pm_]ol Ilegal Tagih Utaug ke Peminjam
Mencemarkan ' Nama ' Baik", : diakses dari
hitps://nasional kompas.com/read/2021/07/29/16185771/ oln-cara-debt—coilcctor- injol-ilegal-

~ tagih-utang-ke-peminjam-mencemarkan, 13 Januari 2022 .

13 Wibi Pangcstu Pratama, "Tekanan Ekonomi Akibat Covid-19, Pciuang ijol Tlegal
Ccekik . © - Masyarakat", diakses . dari
hitps://finansial.bisnis. com/read/20710722/563/1 420591 /tekanan-ekonomi- aktbat-cowd 19-

Qeluang-nm]ol itegal-cekik-masyarakat, pada tanggal 14 Januari 2022,
. -1 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1
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mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak — pihak tertentu.!s
Pinjaman online menimbulkan masalah baru sep:érti inaraknya penipuan dan

terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang ada.

Selain itu, terdapat juga bunga yang lebih tinggi dari perkiraan awal
sehingga sangat banyak peiminjam yang tidak mampu mengembalikan
dananya. Setelah itu, tenor pinjaman pun scriﬂgkali beruiaah setelah dana
disalurkan. Misalnya, kontrak awal tertulis bahwa tenor 90 hari, tetapi
peminjam sudah mendapatkan penagihan dan bahkan teror pada hart ketujuh.

Pinjaman online ilegal yang telah tefsebar luas tersebut mulai
ditangani olch pihak Kepolisian, Bareskrim Polri dalam hal ini telah
membongkar jaringan aplikasi pinjaman online ilégal dengan menangkap total
13 tersangka. Jaringan pinjaman online ilegal ini juga diketahui telah
melakukan teror terhadap seorang ibu di daerah Wonogiri, Jawa Tengah,
hingga bunuh diri karena terlilit utang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi
Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisﬁu Hermawan menjelaskan
bahwa pihaknya telah menyita uang sebesar Rp. 217.000.000.000 dari
pinjaman online ilegal tersebut yang menyimijan uvang ditujuh rekening
. berbeda.'® :

‘Selain itu, Kepolisian Resor Bogor telail menangkap dua pegawai
pinjaman online jaringan China. Tersangka ditangkap usai mengancam
nasabahnya di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua

 tersangka tersebut ditangkap atas perbuafan menebar teror dan ancaman
_ kepadé para nasabah, ketika menagih pinjaman_.' Temangka juga mengancam
akan menyebarkan informasi dan data diri korban kepada semua nomor kontak
~yang ada ponsel pelaku. Kedua tersangka tcrsébut juga sempat membuat
sebuah group whatsapp sebagai ancaman kepaF[a korban.- Apabila korban

i
i

3 Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Dari . Sudut  Pandang  Hukum
Bisnis),(Bandung,PT.Citra Aditya Bakii, 2001), hlm. 87 .

' Adhyasta Dirgantara, "Polisi Sita Rp 217 M dari Jaringan Pinjol Ilegal yang Bikin
Warga Bunuh Dini", diakses dari https:/news detik.com/berita/d-5814326/polisi-sita-m-217-rm-
dari-jaringan-pinjol-ilegat-yang-bikin-warga-bunuh-diri, pada tangga! 13 Januari 2022
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_ _belum mclakukan pembayaran maka mformam dan data dm korban akan

k dlbocorkan di group tersebut."” R B

i _
| Dalam ekomstem pmjaman onlme terdapat dua kelompok pelaku
usaha yang patut decrhatlkan yaitu pelaku usaha legal dan ilegal. Pelaku
o usaha Iegal adalah perusahaan ﬁntech yang beroperas1 sesuai  dengan
:peraturan dan lisensi yang dlbcnkan oleh otoritas keuangan setempat Mereka
' menycdlakan ]ayanan pm]aman onhne yang diatur dan terbuka bagi
';rnasyarakat Di sisi 1am ada juga pelaku usaha llegal yang beropcras1 tanpa
izin- atau melanggar peraturan - yang bcrlaku serlngkall mcngeksplmtam
‘kebutuhan mendesak orang untuk rnendapatkan pmjaman o
_ ‘Perusahaan ﬁntech legal . telah men_]adl ‘salah satu pemam pentlug
.~ dalam pembcnan pmjarnan online di banyak negara, termasuk Indoncsxa
.'?Mereka blasa.nya memanfaatkan teknologx unluk menyederhanakan proses
'pembenan pm_]aman memeriksa kredit, dan memungkmkan akses ke dana
dengan cepat Pemerintak dan regulator cenderung Ieblh mendukung
_ I perkcmban gan ﬁntech le gal karena dapat membantu masyarakat mendapatkan
| akses ke layanan kcuangan yang leblh mklu51f * |
R Walaupun pelaku usaha legal beroper351 dengan izin, mBSIh ada
o ‘_banyak isu yang pcrlu diatasi. Terutama terkalt dcngan transparans1 blaya
7 Vkebljakan pnva51 dan perlmdungan konsumen Studl yang lebih mendalam
o dlperlukan lmtuk memahami bagaimana perusahaan fintech legal bermterakm
dengan konsumen bagaimana mereka memastlkan bahwa produk mereka
tidak membcbam konsumen dengan utang yang “tidak. terkendah dan
' baga;mana mereka berkontnbuSI pada pemuhhan ekonomi yang
- ._berkc]anjutan 7 - S
_ Di sisi lam pelaku usaha pinjaman onlme ilegal merupakan ancaman
serius bagi masyarakat dan pcrekonomlan Mereka sermgkah beroperam di

luar kerangka hukum yang ada, menawarkan pl_njamz_m dengan suku bunga

17 Fikri Fagih, "Dua Pegawai Pinjol _I]cgal- di ]éogor Ditangkap", diazkses dari
s:/Fwww.merdeka.com/) cnstlwa./dua- egawai-pinjol-ilegal-di-bogor-ditangkap.htm],  pada
tanggal 14 Januari 2022. - S :
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yang sangat tinggi, dan menggunakan praktik pémungutan utang yang tidak
etis. Ini bisa merugikan konsumen dan menyebabkan masalah finansial yang
 serius.

Analisis yundls tentang pemidanaan terhadap pelaku usaha pinjaman
online ﬂeual menjadi sangat relevan di sini. Bagaunana hukum dan peraturan
saat ini mengatur kegiatan ini, dan sejauh mana hukum tersebut dapat
diterapkan untuk menindak’ pelaku ilegal? Ini adalah pertanyaan yang harus
dijawab .dalam rangka untuk melindungi rnasyarakat dari praktik yang
merugikan ini.

Penelitiah ini akan mencoba untuk men’ni:i peran dan dampak pelaku
usaha legal dan ilega! dalam ckomstcm pinjaman onlmc serta mcngcksploras:
upaya pemidanaan yang telah dilakukan pcmenntah dan aparat penegak
hukum untuk mengatasi pelaku usaha ilegal. Melalm pemahaman yang lebih
baik tentang dinamika ini, kita dapat mengcmbaingkan kebijakan yang lebih
efektif untuk melindungi kepentingan mas:yarakat dan memastikan

: pcrtumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor plnjaman online. -

Penehnan ini akan memusatkan pcrhatlan_ pada bagaimana
pemidanaan terhadap pelaku usaha ilegal dalam% ckosistem pinjaman online
dapat “dilakukan dengan efektif. Pemahaman iyang lebih dalam tentang
dinamika ini menjadi penting karena pelaku usaha ilegal dalam industri
pinjaman online seringkali mengeksploitasi kel}utuhan mendesak individu
untuk mendapatkan pinjaman dengan praktil;c-praktii; yang merugikan

konsumen dan seringkali melanggar undan g—undéng yang berlaku.

Melaluf “analisis yang mendalam ':-terhadap. langkah-langkah
pemidanaan ini, penelitian ini akan berusaha mcn{bcrikan wawasan yang Icbih
baik tentang bagaimana pcmermtah dan aparat penegak hukum dapat
mengatasi pelaku usaha pinjaman online 1Iega1 dengan efektif. Dengan
pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan rr_zckamsrne pemidanaan yang

tepat, kifa dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk
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' melindungi-kep-éntingan masyarakat - dan mem!astikan pertumbuhan yang

: bcrkeiahjutan 'dalam sektor pinjamﬁn online ya:ngi saH dan teratur. .

Pm_gaman online ﬂega! ini men_]adl suatu permasaiahan dl dalam

'kchzdupan yang ‘membuat masyarakat rm:n_]adx rcsah dikarcnakan adanya

_ pm;aman online 1legal tcrsebut Oleh karena itu, fokus utama dalam peneiman

ini adalah berkaitan dengan pinjaman onhnc 1lcgal yang dlrumuskan dengan
judul “ANALISIS YURIDIS - PEM[DANAAN TERHADAP PELAKU
- USAHA BERKENAAN DENGAN PINJAMAN ()NLINE ILEGAL DI

- INDONESIA”

| 1. Identlf' kasi Masalah

_ Ider'ltiﬁkasi-dan Pe'rumusan Masalah

Permasalahan pinjarnan onlmc pada dasamya mcrupakan lingkup

| 'pcmbahasan hukum perdata, akan tetapl ndak menutup kemungkman hal

tersebut masuk dalam ranah hukum pxdana Hal ini dlkarenakan cakupan

mengcnal perbuatan yang dijangkau oleh hukum p:dana sangatlah luas.

Suatu layanan pinjaman onll_nc masuk dalam ranah hukum pidana

- apabila pinjaman online tersebut bersifat ilcga] dan melakukan p’erbixatan

yang dilaraﬁg sepei'ti tindakan teror maupun ﬁndakan mencemarkan nama

- balk orang lain karena hal tersebut dapat meruglkan orang lain. deakan

teror. yang juga mcnyebarkau nama balk orang Jain tersebut sering

.. _ dxlaku]\an oleh debt collector terhadap nasabah yang be]um melunasi

hutang—hutangnya pada pinj aman ()nhne ‘

2.

i

Pefumusali Masalah - o

b

-‘Berdasarkan latar 'belakang ' pemilasaléhan tersebut, maka

: permasalahan yang dian gkat dalam pcnehtlan ini adalah

a. Bagam}ana pengaturan hukum p0515t1f tcntang bisnis online?
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b. | Bagaimaﬁa posisi teori penyeﬁaah dalam kdhteks penindakan
terhadap pelaku-pelaku usaha yang ndak berlzm dan

‘ melakukan terror?
C. Tujuan dan Manfaat Penclitian
1 Tu_]uan Penehtlan

Adapun tujuan yang hendak dlcapal dalam penehtxan ini adalah
sebagal berikut: |

a, Mengctahun pengaturan hukum p051st1f tcntang bisnis online.
b Mcngeta.hul _posisi teori penyertaan dalam konteks pemn&akan
tcrhadap pclaku—pclaku usaha yang tldak bcnzm dan mclakukan

tcrror

2 Manfaat Penehtmn

o Secara teoritis, hasﬂ penehtlan ini dapat memberlkan sumbangsm

\ pemﬂuran terhadap -akademisi, - praktxsl,_ _dan umumnya masyarakat
mengenai kajian pémindanaan terhadap pinjéman on]ilie ilegal.

\ - Secara praktis hasil penelman ini dapat membenkan masukan

: bagl Pemcrmtah penyedia _]asa pm_]aman onlme maupun masyamkat

- dalam menggunakan jasa pinjaman online. .

- D. Metode Penelitian
| ‘Penelitian Hukum mcmbakaﬁ suatu keoiatan kﬁbw%bw dalam ilmu
“hukum, buka.n sekedar know—z‘zbout penehtlan hukum d1g|1nakan untuk
mcmccahkan isu hukum yang dxhadapl 12 Olch karcna itu, dalam memecahkan

1su hukum dalam pembahasan penehtlan ini, tcrlcblh dahu]u akan dljabarkan
mengenal metode penelitian yang dlgunakan

: o P
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelztmn Hukum Edzsz .Revm, (Kencana Prenada Media
'Group, Jakarta, ZOIT} him. 60 - A

LA
1. ot
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adal;ih penelitian normatif yang
bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu' dengan menelaah
apakah aturan hukum terscbut telah scsuai dengan norma hukum dan

* adakah norma yang berupa perintah maup}m larangan sesuai dengan
prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai
dengan norma hukum (bukan hanya aturan hM) atau prinsip.®

2. Jenis Pendékatan

Penelitian ini menggunakan Pcndel:catan Perundang-Undangan
(Statute Approach), Pcndekatan Kasus -(Case A ipproach). Statue Approach
dalam penclitian ini adalah suatu pcndckata:ﬁ yang mcnclaah pcraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan.permasaléhan yang diteliti.
Sedangkan Case Approach merupakan suatu pendekatan yang akan
dilakukan .dengan cara menelaah putusan pengadilan yang didalamnya
terdapat alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sampai pada

keluamya putusan tersebut
3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dlgunakan dalam penelitian ini adalah
bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan
hukum primer diantaranya Peraturan Pcrundaﬁg-undan gan yang berkaitan

dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 :

1

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

VY Ibid., hlm. 47
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3) Undang-Unda’_ng' _Nomof 19 Tahun 2016 ° Tentang
Perubahan Atas Unda;ng;Undéhg Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informa51 Dan Transak51 Elcktromk

b Bahan Hukum Sckundcr

1) Buku-bu_ku, hukuni dan bul:(u_-buku 7non"hukium yang
berkaitan dengan penclitian tesis ini.

2) Karya ilmiah hukum.

3) Jumal-_]urnal yang berkaltan dengan penelitian tesis ini.

4) Tuhsan-tuhsan yang dzperoleh dari internet, - terutama

2, berkaltan dengan penchtlan tems ini

4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

b gD om0

B Tckmk pcngumpulan bahan hukum yang dlperoieh dari bahan
' hukum pnmer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tesis, jurnal
hukum, pendapat hukum, amkel dan lain sebagamya berka:tan denganisu

i hukum dlatas dilakukan dengan cara mcnelaah dan menyclek51 kemudian
 akan’ dlkombmamkan sehingga ‘dapz_lt m?nghasﬂ_kar} susunan yang

sistemnatis dan runtut dalam penyusunan peneiitiaﬁ hukum ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
. Teknik anahsls yang dﬁakukan terhadap bahan bahan-bahan
| -, hukum yang telah dlkumpulkan oleh penulis bcrupa bahan hukum primer
g dan bahan hukum sekunder adalah dilakukan sccara deduktif yaitu dengan
cara menank Slmpulan dari suatu pennasalahan yang . bersifat wmuom
,terhadap permasalahan konkret yang d1hadap1 HaI ini dilakukan untuk

| men;awab isn hukum dalam penehtlan ini,

I3

1
1
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- E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konéepsional d%'m Kerangka Pemikiran
L Kerangka Teorifis '

| Kerangka teoritis dalam penehllan ini dlbutuhkan guna menjawab
‘permasalahan yang dibahas datam penehtlan ini, Secara umum, teori
(theory) adalah sebuah sistem konsep yang mengmd1kas1kan adanya
‘hubungan di antara konscp-konsep tersebut yang membantu kita
- mcmaharm sebuah fcnomena Teori j Juga dapat dimaknai scbagal sebuah
proses mengcmbangkan ide-ide yang membantu kjta mcnjelaskan

- bawaxmana dan mengapa suatu penstlwa teljadl

Kerangka teoritis sendiri bcnsxkan teon-teori yang digunakan

- dalam melakukan suatu peneht:an sehmgga penehtlan yang dilakukan
) _menjadl jelas, sistematis, dan ilmizh. Kerangka teoritis tersebut
digunakan untuk lebih. menjclaskan.perma;,alahan yang ada sehingga

- ‘menjadi ]ebihj'clas dengan kerangka dasar pémikiran yang benar,

_ Suatu penehtlan hendaknya dﬂandam dengan teori-teori yang
| ,bcrkaltan dengan pembahasan yang akan d1te11t1 Dalam hal ini, penehtlan
* hukum yang dllakukan oleh penulis juga mengacu kepada beberapa teori
' hukum sebagal dasar pemikiran dalam mclakukan anahs:s terhadap
: pembahasan yang akan diteliti. Selam pembahasan mengenai teori,
~ penulis juga akan memaparkan mengenai kcranoka konseptual sebagai
langkah awal untuk melakukan penelitian tlexhadap permasalahan yang
dlbahas Adapun teori-teori yang dlgunakan dalam penehtlan hukum int
“adalah scbagal benkut '

a. Teori Kepastian Hukum

_ _ Hukum sebagai satu-satunya insﬁ_'ﬁmen yang mengatur
~ kehidupan - mdsyarakat dituntut untuk selalu  mengikuti

0 Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Anabszs dan Apikasi Edm Ke 3, {Jakarta:
Saicmba Humamka, 2008), 49.

!‘ .
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perkeinbangzin zaman .dengan cara itﬁéngatﬁr hal-hal baru yang
- Hqu_nya belum pernah ada, seperti :halnya pengaturan terhadap
tekn.ologi, transpdrtasi,. dén -scb_ag%ainya.- _A&anya pengaturan
~ tersebut merupakan suatu hal yang' ;Iapat‘m.emberikari kepastian
terhadap masyarakat mengcnal hak—hak dan kewaj iban yang telah
dlatur

Hukum sejatmya harus pasn Pasti sebagal pedoman
kelakuan yang mcnunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.
Adanya suatu kepastian akan dapat men_]alankan fungsi hukum

Vldengan baik. Kepastian bukanlah sekedar tuntutan moral,
melamk_an secara faktual mcncmkar_l hukum. Suatu hukum yang

- tidak pasti bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan buken

< rhukum sama sekali. Sifat itu termasuk paham hukum itu scndm 2

‘ chastlan sebagal sifat hukum dtperlukan ka;rcna hukum
| adalah kumpulan peraturan—peramran atau kmdah-kmdah dalam
, suatu kchldupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah
laku yang berlaku dalam suatu kehldupan bersama, ‘yang dapat
- dlpaksakan pelaksanaanya dengan ‘suatu sanksi. 2 Sehingga
" melalui kepastlan terscbut tidak. ada tumpang tindih dalam
implementasi hukum itu sendii.
Menurut Salim HS, Kepastilml hukum niempakan “ciri
- yang tidak dapat dlpxsahkan dari hukum terutama untuk norma
. hukum tertuhs” Hukum tanpa mlas kepastian akan kehilangan
makna karena tidak [agx dapat dljad}kan pcdoman perilaku bagi
. semua orang. Ubi jus incertum, tbl Jjus nulf&m (di.mana tiada
 kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).?

o
1

- 2 Shidarta, Moralitas Profesz Hukum Satu Tawaran Keranoka Berf kir, (Bandung, PT
Revika Adltama 2006}, hlm. 79 =

. - 2 H. Salim HS, Perkembangan Tearl Dalam Ilnm Hukum, (Jakarta, Rajagrafindo

Pcrsada 2010), him. 24 K 7 !

B [bid., him 82 . .

i
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~bagi para plhak terhadap kescwenangan-wenangan

Kepastlan hukum mempunyal dua. segi. “Pertama,

mengenai soal dapat dltentukannya (bepaalbaarheid) hukum
dalam hal-hal uang konk:ret. Artmya p]hak-plhak yang mencari
keadilan ingin mcngetahul apakah yang men_ladl hukumnya
‘dalam hal yang khusus, sebelum i 1;a memulai perkara. Kedua,

kepastian hukum berarti keamanan hukum Artinya, perlindungan

» 24

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum

. yang diserai tugas untuk itu, harus rxjenj amin “kepastian hukum”

demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan

masyarakat. Ketidakpastian huléum akan menimbulkan
kekacauan dalam kchldupan masyarakat dan akan sallng berbuat
sesuka hati serta bertindak main haklm sendiri.Z® Kcadaan seperti

- ini menjadikan kehidupan beradaéda{am suasana kekacauan

- sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo kepastian hukum  adalah

“sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu

* sendiri). Ada empat hal yang bf;rhubungan dengan makna

kepastian hukum. Pertama, bahwé;'hukum itu positif, artinya
bahwa ia adalah perundang-undangan(gesetzhches Recht).
Kedua, bahwa hukum 1tu dldasarkan pada fakta

(Tatsachen),bukan suatu rumusan tcntang pemlalan yang nanti

akan dilakukan oleh hakim, sepertl “kemauan baik”,

"kesopanan™, Ketiga bahwa fakta 1tu harus dlrumuskan dengan
cara yang Jelas sehmgga menghmdan kekehruan dalam

: pemaknaan di samping Juoa mudah dl_]alankan Keempat, hukum
o posmf itu tidak boleh sering f;lmbah-ubah.26

i

135 .

% Shidarta, Op.Cit., bim. 82 | o
B Ibid., hlm 85 £ '
6 Sal]Iptu Ra.hard_)u Hukum Dalam Jagat Kctertzban (]akarta UKI Press, 2006), him.
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Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan
pelaksanaan hukum,memang sama jseka!i tak dapat dilcpaskan
sama sekali dari prilaku manusiai Kepastian hukum bukan
mcngikuti-*pﬁnsip subsumsi otoma_%_t, melainkan sesuatu yang
cukup rumit, yang banyak berkaitan :dengan faktor diluar hukum
itu sendiri. Berbicara mengenai kepaétian, maka seperti dikatakan
Radbruch, 'yang lebih tepat adal:ah kepastian dari adanya
peraturan itu sendiri atau kepastiaﬁ peraturan (sicherkeit des

rechts),?’
b. Teori Pemidanaan

Lawrence M. Friedrﬁan mengemukakan bahwa efektif
dan berhasil tidaknya penegakan hl:xkum tergantung tiga unsur
sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi
hukum (substance of the law) dan bufdaya hukum (legal culture).
Struktur hukum menyangkut aparat‘: penegak hukum, substansi
hukum meliputi perangkat pcmndhng-undangan dan budaya
hukumn merupakan hukum yang hid_'ﬁp (living law) yang dianut
dalam suatu masyarakat,?

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini,
jummlah dan ukuran pengadilan, ym;isdiksinriya (termasuk jenis
kasus yang berwenang mereka périksa), dan tata cara naik
banding dari pengadilan ke pcnga&ilan lainnya. Struktur juga
berarti bagaimana badan l_egislatifciditata, apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh presiden?, prosedur ada yang diikuti
oleh kepolisian dan sebagainya. Jeidi struktur (legal struktur)
terdiri dari lembaga hukum yané ada dimaksudkan untuk
menjalankan perangkat hukum yan g?ada.

7 Ibid., 89.
B8 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajmn F ilosofis dan Sosiologis, (Jakarta:
Gunung Agung, 2002}, hlm..95
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Struktur adalah - pola yaﬁg menunjukkan tentang
bagair_nané hukum dija_laiﬂcan m'%enumt ketentuan-ketentuan _
fdrnialnya ‘Struktur ini menmijukica:u bagaimana pengadilan,

~ pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu benalan dan
dijalankan. 2 ;

- Aspek lain dari sistem hukum adalah substansmya Yang

' dimaksud dengan substansmya adalah aturan, norma, dan pola

pcrxlaku nyata manusia yang bcrada dalam 51stcm it Jadi

substansi hukum mcnyangkut pcraturan pcrundang-undangan

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang meng1kat dan menjadi
pcdoman bagi aparat pcnegak hukum 7

. Budaya hukum mcnyangkut hal-hal yang mcrupakan
sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak
-hukumnya) terhadap hukum dan 51stcm hukum Sebaik apapun

l pcnataan struktur hukum untuk men; jalankan aturan hukum yang
dltetapkan dan sebaik apapun kuahtas substan31 hukum _yang
dibuat tanpa dldukung budaya hukum olch orang-orang yaug

' : terlibat dalam sxstem dan masyaral.at maka penegakan hukum
tidak akan bex] alan secara efektif.

¢. Teori Kebl] akan Hukum Pidana

Membahas masalah hukum ‘tentu saja membahas juga
tentang masyarakat hukum dan- masyarakat seiring bennsan
kama tidak bisa membicarakan hukum tanpa membahas juga

' rmasyarakat. Mayontas masyarakag diberbagai negara merasa

k tidak puas. dan frustasi terila_dap; pmdukr yang diilasiikan
darl sistem - formal hukiln:l:-_:rpidalea yaitu  keputusan
rb.crdasérkan keadilan ret_ribﬁtif sc:‘:ia{u' diaﬁggap adil ketika
. hukuman Vpembcrianr derita yang;'dijattﬂlka;n- sesuai dengan

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelman Huimm Edzsr Rews: (Kencana Prenada Media
Group Jakarta, 20]7) hlm. 24
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_kejahatan  yang dilakukan dan dianggap- gagal jika
penderitaan tidak dirasakan oléh pelaku tindak pidana.
Faktor ini memicu sejumiah ‘ahli untuk mengﬁpayakan
alternatif dan mencoba mcnjaWab tantangan kebutuhan
hukum masyarakat. Upayﬁ ahli menemukan alternatif dalam
penjatuhan pidana adalah denganf cara pendekatan keadilan
restoratif  yaitu ‘mekanisme pényclesaian perkara - yang
melibatkan partisipasi korban atau keluarga korban secara
“langsung  sangat berbeda dengan cara-cara pengadilan

. konvensional yang kita kenal pada umumnya.

Berkaitan dengan h;.] terscbut, masalah
penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak
. dapat dipisahkan dan konteké pembicaraan - mengenai
kebijakan penal. Kebijakan peﬁal (penal policy) dapat
- diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi
kejahatan * dengan mcnggunakané sarana hukum pidana?
Istilah kebijakan penal mcmpunjai pengertian yang sama
dengan istilah kebijakan hukum pidana (criminal law
policy) dan politik bukum pidana (strafrechispolitiek). Oleh
_ karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang

pemikiran mengandung arti yang ésama.”

Uéaha yang rasional urituk mengendalikan  atau
menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang
tentu tidak hanya mcnggunakaﬁ sarana “penal” (hukum

" pidana), tetapi dapat juga menggﬁnakan'sarana-sarana “pon-
penal”.3? Usaha penanggulangan kc;iahatan secara penal, yang

3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rmnpm Kebyakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 1996), hlm 25,
3* Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bzdana Keuangan, (Yogyakarta: FH Ul
Press, 2014), him 14,
"2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni, 2010), hlm 158. :
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dilakukan melalui langkah—langkail pcmmusah norma-norma
hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur
substantif, struktural dan kulturali masyarakat tempat sistem
hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha ﬁmanggulangan
kejahatan " melalui  sarana .penal  tersebut  dalam
operasionalnya dijalankan melalui suatn sistem peradilan
pidana yang di dalamnya bcrgérak secara harmonis dari
subsistem-subsistem  pendukungnya yakni  Kepolisian,
Kejaksaan,' KPK, Pengadilan, ;Lembaga Pemasyarakatan
sérta Advokat, Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu
kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula
bukan tmda.k pidana (tidak dipid;'ma) menjadi suatu tindak
pidana (perbuatan yang dapat ;lipidana). Jadi hakikatnya
kebijakan kriminalisasi mefupakzim bagian dari kebijakan
kriminal (criminal policy) dcnéan menggunakan sarana
hukum pidana (penal) schinggé termasuk bagian dan
kebijakan hukum pidana (penal policy).”

Pada hakikatnya, kcbijakan; penal bukan scrmata-mata
pekerjaan teknik perundang-undaﬂgan yang dapat dilakukan
secara yundls normatif dan snstematlk-dogmank tapi juga
memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa
pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping
itu, kcbijakan penal juga ﬁlembumhkan pendekatan
komprehensif dari berbagai disﬁplin sosial lainnya dan
pendekatan integral yang sejalari dengan kebijakan sosial
atau kebijakan pembangunan nasional. > Pengertian kebijakan
atau politik hukum pidana dapat ‘dilihat dari politik hukum

3 Barda Nawawi Aricf, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime
di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),1:1:1120 f

M Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan, Pidato
Pengukuhan Guru Besar, {Scmarang: Universitas Diponegoro, 1991), him 6.
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maupun dari politik kriminal. ‘Menurut Sudarto, Politik
Hukum adalah; '

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik

scsuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.*

2) Kebijakan dari negara tﬁelalui badan-badan yang
berwenang untuk menempk#n peraturan-peraturan yang
dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dala masyarakat
dan untuk apa yang dicifta-cit;akan.36

Usaha dan kebijakan ui:t‘mk membuat peraturan
hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat
dilepaskan dari tujuan penangg@langan kejahatan. Dengan
pcrkataan lain, dilihat dan sudut politik kriminal, maka
politik hukum| pidana identik dengan pengertion “kebijakan
penanggulangan kejahatan dcngzin hukum pidana. Usaha
penanggulangan kejahatan deng:an hukum pidana pada
hakikatnya juga merupakan u:saha penegakan hukum
(khususnya. penegakan hukum bidana). Oleh karena itu,
sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum
pidéma merupakan bagian pula dan kebijakan penegakan
hukum (Jaw enforcement policy). li’enggun.aan upaya hukum,
termasuk  hukum  pidana, scb;gai salah satu upaya
mengatasi masalal sosial termasuik dalam bidang kebijakan
penegakan hukum. Di samping itil, karena tujuannya untuk
mencapai  kesejahteraan masyaral{at ‘pada umumnya, maka

‘kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang

him 20.

38 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1931), hlm 159.
36 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983),
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. kebijakan sosial, 'ya.itu-‘ écgﬁla usaha yang raSi@naI untuk
__'ménc:-ipai keéejaht;éraan' 'ma-syarﬂéat Sebagai suath masalah
~ yang termasuk masalah kebuakan maka’ penggunaan hukum
pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan, Tidak
. ada kcmutlakan dalam. bldanﬂ kebxjakan, karena - pada
haklkatnya dalam masalah kebljakan orang dihadapkan pada
masalah kebijakan penilaian dan pemlhhan dari’ berbagal

" macam alternatlf o

_ Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan

| undang-undang (hukum) pidana haklkatnya _}uga merupakan

bagian mtcgral dari usaha perlmdungan masyarakat (social
welﬂzre) Oleh karena itu, wa]ar pulalah apablla kebl_]akan

" ~atau politik hukum pxdana Juga mcrupakan bagian mtegral
dari kebljakan pohnk 5051al (socml policy). Kebl_]akan sosial
(social pohcy) dapat dlartlkan sebagal ‘segala usaha yang

' rasmna} Juntuk mencapai kgsejghteraan masyarakat dan

. sekaligus mencakup perlindungan’ masyarakat. Jadi di dalam
| : ‘ ﬁengertiaii: “sacial policy”, "sékali;gus terCakup di-' délamnya
; ‘;soéial u;e{fare ﬁoli dan soczal defence policy”. Dilihat
dari . art1 luas, kebljakan hukum pldana dapat mcncakup
Tuang hngkup kebuakan di bldang hukum _pidana materiil,

S di b;dang hukum pidana - forrml dan di. bxdang hukum
- pelaksana:m pldana 3 "Pendapat Marc Anccl yang dikutip
o :'oleh Barda Nawan Arief yang menycbutkan bahwa "penal
- policy” adalah “suata 1Imu sekallgus sem yang pada
akhirnya mempunyal tu;uan praktls untuk memungknnkan

. i peraturan hukum posmf dmmmskan secara lebih baik dan

fr

' i
37 Barda Nawawi Arief, Kebyakan Legxslanf Dalam Penanggulangan Ke_]ahazan Dengan
Pidana Penjara, (Semarang: Bzhan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), him 17-18.
. 3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rmnpa: Kebyakan Hukum Pidana, (.Iakarta Kencana
Pmnada Media Group, 2008), hlm 28. _ ,

22

eyt n e e e e ik e gy

‘ .Analis_ié Yuridis.., Murwoto, Fakultas Hukum, 2024



‘untuk memben pcdoman tldak hanya kepada pembuat
unda.ng-undang, . tetapi Juga kcpada _ pengadﬁan yang
‘menerapkan undang-undang dan juga - kepada - para

g,penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.®®

_ Dmyatakan oleh Marc Ancel bahwa- dlantara studi
mengenal faktor—faktor knmmologm di satu pihak dan stdi
mengenai tekmk pcrundang—undangan di lain pxhak, ada tempat

~ bagi suaty  ilmu pengetahuan ‘yang mengamatl dan
menyehdxkl fcnomena lchslatlf dan bagl suatu seni yang
rasional, ~di mana para saxjana dan pl‘ﬂktlSI para ahli

g k_;_iminolog: dan sarjana hukum’ __dapat bekena sama tidak
sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih,
tetapi . sebagai- kawan “sekerja ym;g ten'l_(atl di dalam tugas
bersamé; yaitu terutama untuk méngha_siikan suatu kebijakan
pidana yang realistik, dan betpil%iraxi maju (progres'it) lagi

- schat. Meﬁurut Barda ' Nawawi ';An'cf upaya niélakukan

: pcmbaharuan hukum pidana (penal rqform) pada hakekatnya
termasuk bidang “penal policy" yang merupakan baglan dan

- terkait . erat dengan "law enforcemenr pohc;v . “criminal
policy" ‘dan "social policy”. Ini berarn pembaharuan hukum
pldana pada haklkatnya

1) thhat dari sudut-sudut pendekatan kcbu akan:

a. Scbagal bagian ;Ldan  kebijakan ° sosial,
pembaharuan hukuni pidané pada hakikatnya
merupakan bagian dan upaya untuk mchgatasi
masalah-masalah S(;sia} (termasuk . masalah
kemanusiaan) (ialam rangka mencapai/menunjang

]

- 3 Barda Nawawi Ar_iéf, Bunga Rahxpai..'._-Op.-cit_., hlm 23.
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~tujuan nasional (kcscjahtcraan masyarakat dan

sebagamya) o r

-b. _Sebagal bag13n : _T-éari kcbijakan .kriminal,
pcmbarﬁan hukum %pidana. 'pada ﬁakikatnya
merupakan bagian dan upaya perlindungan
masyarakat (khususnya upaya pcnanggulanoan
kejahatan)

c. Sebagat baglan dari kcbljakan penegakan hukum,
pembaruan hukum pldana pada halqkatnya
| merupakan bag:an darl kebljakan (upaya rasional)

- untuk memperbaharm substansi hukum (legal
substance) dalam rangka leblh mengefcktxﬁ(&ﬂ
penegakan hukum

2) Dlhhat dari sudut pendekatan rulai

Pembaharuan hukum pldana pada haktkatnya

o mcrupakan upaya penm_]auan dan pemlalan kembali
("reorientasi - dan recvaluam“) mlax—mlal _sosiopolitik,

V; sosmﬁlosoﬁs dan sosmkultural yang mclandasn kebijakan

- kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan
:'substannf hukum pldana yang dicita-citakan. Bukanlah

pembaharuan (“feformasi“):_ hukum pidana, apabila
otientasi nilai dari hukum ‘p{dm yang - dicita-citakan

(msa[nya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai

- dar hukum pldana lama wansan pcnja}ah (KUHP lama
' atauWVS) LR

Kcﬁijakan penal yang bcrmfat tepresif, - namun

sebenarnya juga’ méhgandung unsur preventif, ~karena

8 Ibid.

24

Analisis Yljridis.., Murwoto, F'akultas-Hukum,'Zé)24



dengan adanya ancaman dan penjatuhan pldana ‘tethadap
Edehk diharapkan ada efek pencegahanfpcnangka! (“deterrent
: e_ﬁ"ect”) nya. Di sampmg itu; kebljakan penal tetap
. dlp‘erlukan -dalam peﬁanggulangallz kejahatan, _karen_a hukum
pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk
menya]urkan “ketidaksukaan masyarakat {“social dlslzke”)
atau pencelaan/kebenczan sosial™ ( ‘social disapproval socw!
abliorrence ™) yang sekahgus _]uga diharapkan . menjadi
 sarana “perlmdungan sosial” § .s*oczaI defence)”. Oleh ‘karena
.1tu1ah sering_ dlkatakan bahwa ‘ penal policy” merupakan
baglan mtegml “dari soczal defence ,tmhe:jy’“u Hal senada
_]ug:i dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan
tlga alasan yang cukup panjang mengenal masih diperlukannya
_ pldana dan hukum pidana, adapun mltmya sebagal berikut:*

- 1)= Perlu. rtidaknya ‘hukum pi}dana tidak " terletak * pada
persoalan tu]uan-tujuan yang hendak dicapai, - tetapi
terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai
tu_]uan 1tu boleh menggunakan paksaan persoalannya
bukan terlctak pada hasil yang akan dicapai, tetapi
dalam pertimbangan antara nilai dari hasil it dan nitai
dari -batés-bat.as kebebasan ;;)ribadi masmg—masihg

,. -2) Ada usaha—usaha pcrbalkan atau perawatan yang tidak
,mernpnnyal arti sama sekah bag1 si terhukum; ‘dan di
- .sampmg__ it  harus tetap ada ‘suatu - reaksi atas
-pelai]ggaraﬁ-pelanggaran norma vang tclah dilakukannya

itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

PR
= 1.

4 Barda Nawaval Arief, Alasalah Penegakkan Hukum dan Kebyakan Penanggulangan

Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), him 182. |

* * Muladi dan Barda Nawawi Aricf, Teori-Teori... Op.cif., htm 153.

s mims b s = t2r
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3) Pengaruh pidana atau hukim_l pidana bukan semata-
- mata ditujukan pada si p@anjahat, tetapi juga untuk
mempengaruhi orang yané tidak 'jé_hat yaitu warga

~ masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat

Berdasarkan apa yang dikem:ukakan olch Barda Nawawi
Arief dan - Roeslan Saleh, . dapat ditarik Simpulan bahwa
penggunaan hukum pidana dalam menzmggulangl kejahatan
masth sangat diperfukan pada saat 11‘u mengingat bahwa hukum
pidana selain memiliki sisi reprcsﬁ' _;uga memiliki sisi preventif
untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut
melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin mc}akukan
ke_;ahatan

2 Kerangka Konsepsmnal \ -

Kcrangka konsepsional dalam penchtlan ini dibutuhkan untuk
- memberikan persamaan pengertian dalarn upaya menghindari perluasan
penafsiran terhadap bcbcrapa pcngcrtlan Adapun kcrangka konscpsional
yang digunakan dalam penchtlar_l ini adalah §cbagm berikut:

a. Pinjaman Online
. Pinjaman Online atau diseﬁut juga Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologl Informasi adalah
peuyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan

pemberi pinjaman dcngan penenma pinjaman dalam rangka

melakukan petjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

- e e
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secara Iangsunﬂ mclalm mstem clektromk dengan meng gunaka.n

" jaringan mtcmct s 't

'
i
J
i

b Pcnye!enggara Pinjaman On]me

7 Pcnyclcnggara ijaman Onlme adalah badan hukum
S Indonesm yang menyedxakan mengclola, dan mengopcrasxkan
' | y Layanan Pm_]am Memm]am Uang Berbasxs Teknologi

7 [nfonna51

c. Penenma ij aman

Penenma Pm_;aman adalah orang da.n/atau badan hukum

yang mempunyeu utang karena pctjanjlan layanau pinjam

/. mcmmjam uang bcrbas:s tcknnlogl mforma51

d.',HukumPldana a o -

4

: Hukum deana adalah suatu ketentuan hukum!undang-
'-.undang yang mencntukan perbuatan yang dilarang untuk

'dllakukan dan ancaman sank51 terhadap pelanggaran larangan

i.
H

. tersebut, : P -

-c.-Pcmidanaan g ~ <
X : i

i Pemldanaan adalah suatu tmdakan tcrhadap seorang pelaku

\ kejahatan dlmana pcmldanaan dltujukan bukan karena s seseorang

| 'telah berbuat jahat tetapl agar pelaku ke_]ahatan tidak Iagl berbuat
jahat dan orang lain takut melakukan keja.hatan serupa

-3, VKe_ran.gka Pemikiran : _ i

9 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jdbd Ixcudngdn Nomor 77 /POJK. 01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasic Teknologi Informasi - -
.. " Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 IPOIK.OIIZOIG Tentang
Layanan ijam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi :
45 Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJ K. 01!2016 Tentang
Layanan Pm_;am Memmjam Uang Berbasm Teknologl Informas: ' _

}
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‘Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan
dalam melanjutkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya agar
- pembahasan dalam tesis ini menjadi sistemétis, terstruktur, dan terarah.

Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

Analisis |
Pemidanaan Pada
 Pinjaman Online .

UUITE

LAY

S
& |

(Grand Theory Midlle Theory w (Applicd Theory

Teoti Pemidanaan Teori Kepastian Teori Keb.ijakan
Hulum Hukum Pidana

Analisis terhadap pemidanaan pinjaman
Online illegal |

Kepastlan Hukum terhadap tindak pidana pm_]aman Onhne illlegal yang marak di

" Indonesia
t

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam
konstitusi memiliki berbagai aspek perahuajh-peraturan yang bersifat
memaksa dan memiliki sanksi yang tegas, Negara hukum itu sendiri memiliki
-arti menjamin keadilan bagi seluruh nga negarai. Hukum merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masgrarakat manusia sehingga di
dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, adaf masyarakat dan ada norma
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hukum (ubi societas ibi ms) Hal terscbut dlmaksudkan agar tata hukum
) mengacu ‘pada penghonnatan dan perlmdungan bagi keluhuran martabat

manusm.

7 Adanya tcknolé)gi inforr.[llas:ir saat ini mc:njadi tantangan besar yang
: memerlukan penanganan serius, dlkarenakan dlbahk perkembangan teknologi
* informasi atau media sosial tcrsebut tidak sed1k1t memberl dampak, baik
dampak positif maupun dampak ne gattf Dmanuka masyarakat Indonesia yang
masth baru tumbuh dan bcrkembang scbagal masyarakat mdustr, seolah
- mas:h tampak prcmatur untuk mcngmng pcrkcmbanﬂan teknologi tersebut.
' Selam mcmbcnkan kontribusi bagi pemngkatan kese_jahteraan kemajuan
peradaban manusta, disisi lain perkembangan teknologl informasi j Juga dapat
-_.memmbulkan tcrjadmya suatu tmdakan mclawan hukum” | schingga
_ -'masy'trakat harus diberikan peﬂmdungan hukum dalam menggunakan
| teknologl ;

Perkembangan teknologl yang menjadﬂ(an masyarakat juga ikut

_ 'berkembang telah mengharuskan - hukum :untuk ikut berkembang
- menyesuaikan perkcmbangan masyarakat itu sendm Hal ini dikarenakan
masyarakat membuatuhkan suatu perlmdungan hukum . apabila dalam
_'penggunaan tcknologl terscbut tcrdapat perbuatan yang melanggar hukum
pubhk. Seperti hainya ‘dalam konteks pm_;aman online 1legal yang sering

- melakukan teror dan ancaman kepada nasabahnya agar segera melakukan

i pcmbayaran pmjaman

Walaupun pmjaman online mempakan lmgkup pembahasan hukum

~perdata, akan tetapl tidak menutup kcmungkmap hal tersebut masuk dalam

| - ranah hukuﬁl pidana. Hal ini dikarénakéh cakupan mengenai perbﬁatan yang
' dlj angkau oIeh hukum pidana sangatlah luas, Salah satu perbuatan yang diatur

| adalah menaenal larangan melakukan tmdakan teror . maupun tindakan

1‘

_ - % Shidarta, Moralitas Proﬁ.’sz Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Jakarta: PT.
Refika Aditama, 2006, hlm. 127. . . {
. % Andi, Apa Dan Bagmmana E—Cammerce \Vahana Kumputer Semamn Yogyakarta .
2002 him.1 , .

i
’
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I

- mencemarkan nama baikbrang lain karen_a' hal‘ter.%;ebut dapat merugikan brang

- lain. Tihdakari féfof yang juga men'ycbarkan nafma baik orang lain terscbut

‘ CIII]U chlakukan oleh debt collecror terhadap nasabah yang belum melunasi

- hutang—hutangnya pada pmjaman onlme a

Hukum berupaya mcnjaga dan mengatur kescxmbangan antara

'kepentmgan atau hasrat individu yang cgmsns dcngan kepentmgan bersama

agar tldak ter]adl konﬂlk Kehadlran hukum ;ustru 1ngm menegakkan

- keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara

hakxkl hukum haruslah pastl dan adil sehmgga dapat berfungsi sebagalmana

meshnya “Adanya kepastla.n hukum  dalam penyclcsaian permasalahan

R pmj aman onlmc 1lcga1 tcrsebut merupakan suatu solusr bagl masyarakat dalam

' menaggulangx ke] ahatan terhadap pmjaman on]me ﬂegal

Sistematika _Pénulisan e

Pényusﬁna;n dalam tésis irﬂ akan menibahas dan menguraikan isi dari

' penclman ke dalam 5 (hma) bab dan bcberapa sub bab Maksud dan tujuan

‘pembaglan kedala.m bab ‘dan sub’ bab adatah agar dapat men_]claskan dan

. rnenguralkan setlap masa.lah dengan ba.lk dan mstcmatxs Adapun sistematika

' penuhsan dalam penehtlan ini adalah sebagal benkut

. 'i.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguralkan secara umum latar belakang pennasalahan

IdCI]tlﬁkaSI dan perumusan masatah yang terdm dan penegasan masalah dan

) problematlk tlljll&l] dan manfaat penuhsan yang terdm dari rnanfaat teoritis

© ‘dan manfaat praktls metode penchtlan kerangka teon kcran cka konsepsmnal
. dan kerangka pem1k1ran, serta sxstemauka penuhsan

BAB 1L TINJAUAN PUSTAKA THD PINJ AMAN ONL]NE ILEGAL

Pada Bab 1 un menguraxkan kerangka pemleran yang dlmulal dengan

: sub bab pcrtama berupa kapan pcnelman tcrdahulu yang mencakup beberapa

o pcnelman terdahulu yang mgmﬁkfm dcngan penelman yang dilakukan dan
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: akan diuraikan persamaan serta perbedaan penel1t1annya Sub bab selanjutnya
) akan memabahas terkait tmjauan pustaka yang mehput; tmjauan umum hukum
'pldana, asas-asas hukum pidana, serta pengeman dan ruang lingkup tindak

- pidana, _ _
- BAB Il TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN TERHADAP PINJAMAN
-ONLINE ILLEGAL - DITINAU DARI PERUNDAN GAN YANG

- BERLAKU DI INDONESIA

'Pada Bab ini hasﬂ pcnehtlan yang dimulai dengan mcndesknpsakan hasil

pcnehtnan yang ditemukan oleh Penulis mengenal kebijakan hukum pidapa
_ dalam upaya pcnanggulangan tindak pxdana dalam }mgkup pmjaman online
' '1Iega] ' !

BAB 1V.. ANALISIS DAMPAK HUKUM YANG TIMBUL
AKIBAT PEMINJAMAN ONLINE lLLEGAL

'Pada Bab ini pembahasan y:mg berisi pembahasan dari hasﬂ penullsan
- yang dikaitkan dengan keraugka pelmklran dan’ tcon yang digunakan. Pada
_ bagian ini penulis akan melakukan pembedahan masalah atau menganahs:s
' ha511 temuan penf:lman dengan menggunakan teon atau konsep yang ada dan
metode ilmiah yang dlplllh guna mencapai sebuah konklusi (pemecahan) atas
permasalahan yang ada ol ' {

. BABV PENUTUP '

~ Pada bab ini berisi penutup yang terdifi simpulan dan saran yang
men]awab semua rumusan masalah penehtxan dan memberikan saran yang

d1hasnlkau dan penelitian dan diambil dari snnpulan penehtzan
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